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Menimbang

Mengingat : 1.

GUBERNUR BENGKULU,

: bahwa untuk melaksanakal ketentuan Pasal l0 Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2O14, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undalg-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 2A Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara yalg Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangu.nal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
126, ?ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kati dan terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20O4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tarnbahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

t2.



13.

J

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 48, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peratural Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Peruba-han Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan
Keuangan Badaa Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O12 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2O05 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor l5O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O06 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kine4'a Instansi Pemerintah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentaxg
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 82, Tarrbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2Ol0 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 21ll tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2O17 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2OO7
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaral
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangal Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang
Pembentukal Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 20O4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu
(l,embaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO4 Nomor 3
Seri D") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2OO7 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Bengkulu (I,embaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 20O7
Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OO7
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO7 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2O13
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2OL4 (l*mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
Anggaran 2O13 Nomor 14);

Peraturan Daerah Provinsi Bengku-lu Nomor 7 Tah:un 2014
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2O14 (L,embaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2O14 Nomor 7);
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31. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 34 Tahun 2013
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (Berita
Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 34);

32. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3O Tahun 2O14
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 20143 Nomor 30);

tentarrg
Daerah
Daerah

tentang
Belanja
(Berita

Menetapkan

Pasal 1

Laporan real.isasi anggaran tahun anggaran 2014 terdiri atas :

Perdepatar
a. pendapatan asli daerah
b. dana perimbangan
c. lain-lain pendapatan yang sah

Jualah pendapatan

a. Belaqie
1. B€hqia ttdat trergsung

a) belanja pegawai
b) belanja bunga
c) belanja subsidi
d) belanja hib-att
e) belanja bantuan sosial
0 belanja bagi hasil
g) belanja bantuan keuangan
h) belanja tidak terduga

2. Bclaqla Laagsurg
a) belanja pegawai
b) belanja barang & jasa
c) belanja modal

Junlah BeleaJa

Surplus/ Deflslt

b. Pembtayaa!
1. penerimaan
2. pengeluaran

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2014.

.runlah Pcablalraa! Neto
Stsa leblh peoblayaan anggara!
tahun berkeanan

Rp. 672.064.464.244.42
Rp. 1.1O4.582.675.517,00
Rp. 2O9.591.85O.500,00

Rp. 1.986.238.994.265,42

450.26-5.492.550.00

225.7A2.947.500,OO

zr r.oii.ses.oao,oo
21.144.500.513,00

505.443.000,00

Rp. 9Oa.754.3L2.68'O6

Rp. 96.977.552.925,00
Rp. 623.936.193.665,00
Ro. 305.053.538.410.00

Ro, 1.o25.957.285.OOO.OO
Rp. 1.934.72 1.597.643,06

Rp. 6L.5L7.31fi.622,76

Rp. 210.176.309.411,54
Rp. 12.174.683.447.OO

Ro- 198.OO1.625.964.54

Rp. 249.519.022.587,30

Rp.
Rp.
Rp.
Rp
Rp.
Rp
Rp.
Rp.


